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BUPATI DELI SERDANG

PROVITSI ST'UATERA UTARA

PERATURAT BIIPATI DELI SERDAITG

lfouoR 2) TAfiufr 20/22

TETTA,rG

PEITYEI,ETG{}ARAAIY AIIALISIS DAUPAIT L/TLU LIITTAS

UIITI'N .'AL,II.IT KABI'PATIil DAil/ATAU .'ALIIIT DESA

DETGAIT RATIMAT TI'IIAI{ YAITG MAHA ESA

BUPATI DDLI SERDAJTG,

bahwa setiap rencana pembalgunan atau pengembangan pusat kegiatan,

pemukiuun, dan infrastruktur yang akal menimbulkan gangguan

keama-nan, keselama121, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan wajib dilakukan Analisis [ampak Lalu Lintas
(ANDAI,ALIN);

trahwa hasil analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan analisis

mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan

hidup da.rr upaya pemantauan lingkungan hidup dal dilaksanal<al dalam

rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatal pendirian

bangunan qraupun kegiatan lainnya;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 17 Tahun 2021 rerfiang Penyelenggaraan Analisis parnpak Lalu

Lintas menyatakan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas yang lokasi pemhangunannya berada di jalan

kabupaten/atau jalan desa, pengembang atau pembangun harus

menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf c diatas, perlu menetap,kar Peraturan Bupati tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten

dal/ atau Jalan Desa.

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 lentqng Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Irmbaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4444); sebasaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahur, 2O22 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Irmbaran Negara

republik Indonesia Nomor 12, Tam661"r, Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 676O);

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (trembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor

96, Tambahan t embaral Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang - Undang Namor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan lrmbaral Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{'a ([rmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 15, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O21 tentang Penyelenggaraal

Bidang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 40, Tambahan I,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6642);

9. Peraturao Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 528);

l l. Peraturaa Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar

kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha

berbasis resiko sektor transportasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O21 Nomor 257);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah Kabupaten DeIi Serdang

sebagaimana telah diubah betrcrapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahaa

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Deli Serdang;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Rencara Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 -
2041l.

Menetapkan

MEMUTIISKAIT:

PERATURAIT BUPATI TETTAITG PEMTELIITCTGARAAIT AIITALISIS DAUPAK
LIILU LIITTAS UNTUK JAL.IIIY XABI'PATET DAT/ATAU JAL/IIII DTSA.

BAB I
XTTETTUAIT UMIIIU

Pasal 1

Drlam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

4. Dinas Perhubungan adalah Instansi yang membidangi LaIu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdalg.

6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajibal untuk
memberikan persetujuan hasil Analisis Dempak I-alu Lintas.

7 . Analisis Dampak l,alu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian

kegiatan kajian mengenal larnpak talu Lintas dari Pembangunal Pusat Kegiatan,

Permukiman dan infrastuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil

Andalalin.

8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LI-A.I adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutarr Jalan, Jaringan l,alu Lintas dan

Angkutan Jalan, Prasarana La,lu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,

Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

9. Pengembang atau pembangun adalah orang, badal hukum, kelompok orang, atau

perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau

mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman daII infrastruktur.
1O. Tim Eva-luasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi hasil Andalalin yarrg

disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
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BAB U

RUAtrGLIIGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jenis pusat kegiatan, pemukimal dan infrastruktur;
b. penyusunan dokumen andalalin;

c. tata cara pengajuan dan penilaian dokumen andalalin;

d. pembinaan dan pengawasan;

e. sanksi administratif;

BAB III
.,EITIS PUSAT KEGIATAII, PEUUKIUAIT DAIT IXFRASTRUKTUR

Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan yalg akan membangun, menyelenggarakan dan/atau
memperluas;

a. pusat kegiatan;

b. permukiman; dan

c. infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban

dan kelancaran LLA.I wajib dilakukan Ana-lisis Dampak LaIu Lintas.

(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :

a. kegiatan perdagangan dan perbeLanjaan;

b. kegiatan pe rkantoran;

c. kegiatan industri dan pergudangan;

d. kegiatan pariwisata;

e. fasilitas pendidikan :

f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
g. pusat kegiatan l,ain yang dapat menimbulkan bangkitam dan/atau tarikan lalu lintas.

(3) Permukiman sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) humf b berupa :

a. perumahan dan permukiman;

b. rumah susun dan apar:temen; dan/atau
c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.

(4) Infrastruktur sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :

a. akses ke dan dari.ialal tol;

b. pelabuhan;

c. bandar udara;

d. terminal;

e. stasiun kereta api;

f. tempat penyimpa.nan kendaraan (Pool);

g. fasilitas parkir untuk umum; dal/atau
h. infrastruktur lain yalg dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
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Pasal 4

( 1) Pusat kegiatan, pe rmukiman, dan infrastruktur yalg wajib dilakukan Andahfin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkal dalam 3 (tiga) kategori skala

dampak Bangkitan Ialu Lintas yang ditimbulkan sebaCai berikut :

a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;

b. kegiatal dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan

c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan kriteria sebagai berikut :

(1) kegiatan dengan Bangkitan l,alu Lintas tingg merupakan kegiatan yartg

membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu tima ratus) pe{alanan per jam;

(2) kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang

membangkitkan perjalanan antara 50O (lirna 1s{u5) sampai dengan 1.5O0 (seribu

lima ratus) perjalanan per jam; dan

(3) kegiatan dengan Bangkilsn Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang

membangkitkan pe{ialanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus

sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 5

(1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalem

Pasal 3 ayat (21 dart ayat (3) dilalukan lebih besar dari 30 7o ftiga puluh persen) dari

kondisi awal wajib dilakukan Anda-lalin;

(2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)

yang lebih dari 50 o/o lli:.,t6 puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib

dilakukan Andalalin;

(3) I{riteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas infastr-uktur yang

wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat l2l, ayat (3) dan

ayat (4) tercantum dalao lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETTN'SUITAIT AIIALISIS DADIPAI( I.AIU LITTAS

Pasal 6
Pengembang atau pembangun pusat kegtatan, permukiman, dan infrastruktur wajib

melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkital l,alu Lintas dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kegiatan dengan Bangkitaa la.lu Lintas tinggi diwajibkan untuk menyampaikan

dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yalg memiliki Sertifikat

Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

5



b untuk kegiatan dengaa Bangkitan l.alu Lintas sedang diwajibkan untuk menyampaikan

rekomendasi teknis penangalsl darnpak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang

memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis pampak I-alu Lintas; atau

untuk kegiatan dengan Bangkitan t alu Lintas rendah, diwajibkal untuk :

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas; dan

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau

pengembangan yang aka,n dila-ksanakan.

Paeal 7

(1) Dokumen hasil Anda,lalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a paling sedikit

memuat :

a. perencanaan dan metodologi Andalalin;

b. analisis kondisi LLA.I saat ini (eksisting);

c. analisis bangkitan/ tarikan LLAJ akibat pembangunal berdasarkan kaidah teknis

transportasi dengan menggunakan faktor tip rdte ya'rg ditetapkan secara nasional;

d. analisis distribusi perjalanan;

e. analisis pemi'lihan moda;

f. analisis pembebanan perjalanan;

g. simulasi kinefa lalu lintas yalg dilal<ukan terhadap Analisis )arnpak l,alu Lintas;

h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;

i. rincian tanggung jawab pemerintah pusat /daerah dan pengembalg atau pembangun

dalam penangarr2l 6a rn pak;

j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan

k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangka-n.

BAB V

TATA CARA PEIIIGA"IUAT DAI{ PEITILAIAIIT IIASIL

ATALIAIS DA.UPAI( LJILU LIITTAS

Bagian I(ecatu

Tata Cara PengaJuan

Pasd 8

(l) Tata cara pengajuan persetujuan hasil Andalalin :

a. Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin yang lokasi pembangunannya berada

di jalan kabupaten atau jalan desa, Pengembang atau Pembangun harus

menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

b. Pengajuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasa,l 6 mel,a-lui sistem

Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

c. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

C
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(2) Format surat permoholan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak
Bangkitan l,alu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercaltum dalam
Lampiran II yalg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pasal 1O

(1) Persetujuan hasil Anda lalin sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 8 ayat (1) diberikan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari keda setelah dokumen diterima secara

lengkap dal memenuhi persyaratan;

(2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati
memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Anda]atn kepada Kepala

Dinas.

(1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikarr

setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yalg dibentuk oleh

Bupati;

(2) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk kegiatal dengan skala dampak Bangkitan l,a1u Lintas tinggi diberikan setelah

mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai;

(3) Untuk mendapatkan persetujuan tekois Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau

Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

(1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (f) terdiri dari unsur
Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang dengan susururn keanggotaan terdiri atas :

a. Ketua;

b. Sekretaris; dal
c. Anggota.

(2) Titn Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang;

7

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan salah satu
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(3) Tim Evaluasi Penilai sebaga ima-na dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil
negara yang memiliki seftiflkat Kompetensi Penilai Andalalin;

(a) Tim Evaluasi Penilai sebagaimala dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan penilaial terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk
kegiatan dengan skala Bangkitan I-alu Lintas tinggi; dan

b. menilai kelayakal persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan

dengan skala Balgkitan Lalu Lintas tinggi.

(5) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksalakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai

sebagaimala rlimzft5qd pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 13

(1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimaaa dimalsud dalam Pasal

6 huruf (b) untuk kegiatan dengal skala dampak Bangkitan l,alu Lintas sedang

diberikan setelah dilakukal penilaial terhadap hasil Andalalin oleh Tim Eva-luasi

Penilai;

(2) Pemberian persetujuan bempa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skaLa

dampak Bangkitan LaIu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa
melalui pembahasa-n dengal Pengembang atau pembangun.

Pasal 14

(1) Hasil penilaian fim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4

huruf (b) disampaikan kepada Kepala Dinas;

(2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat [1) yang

dinyatakan belum sesuai dan/ atau belum memenuhi persyaratal, Kepala Dinas

mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk
disempurnakal;

(3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta Pengembang atau

Pembangun membuat surat pernyataal kesanggupal melaksa-nakan kewajiban

Andalalin;

(4) Surat pernyataan kesaaggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani

oleh penanggung jawab perusahaan rtiatas materai;

(5) Pernyataan kesa,nggupan melal<sanakaa kewajibal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
dioperasikal;

(6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupal

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas

mene rbitkan persetujuan hasil Anda1alin.
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Pasal 15

Format surat pernyataan kesanggupan melalsalakan kewajiban Andalalin sebaqaimana

dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) tercantum dalam t ampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkal dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEIITGAWASAIY

Pasd 16

(1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksalakan semua kewajiban yarrg tercantum

dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pemyataaIl kesanggupan

melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimala dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pemgembang atau

Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan

Dvaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Bupati;
(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, sebagai ketua;

b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang,

sebagai anggota;

c. Dinas Cipta ke{a dan Tata Ruang kabupaten Deli Serdang, sebagai anggota; dan

d. Kepolisian Resort yang berada di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, sebagai anggota.

(4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 17

(1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin melakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala untuk :

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan

rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan

b. melakukan eva-luasi kesesuaial pel,aksanaan mitigasi penzrngan.rn dampak

rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan

Andalalin yang telah ditetapkan.

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi

dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin;

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara hrkala rlilekukan setelah

rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan;

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilekukan pada masa :

a. konstruksi; dan

b. operasional.
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(5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah menyampaikan surat

pelalsanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang;

(6) Surat pela-ksanaan monitoring dan evaluasi setragaimana dimaksud pada ayat (5)

ditandatalgani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII
SAIYKSI AI'UIIYISTRATIF

Pasal 18

(1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dima-ksud dalam

Pasal 17 disampaikan kepada Bupati c/q Kepala Dinas;

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaal monitoring dan evaluasi Andalalin

dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi

rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebageimsrs yang tertuang dalam surat

pernyataan kesanggupan, Bupati/Kepala Dinas memberikan sanksi adminsitratif sesuai

denga-n ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(l) Sa,nksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan/ layanan umum;

c. denda administratif; dan atau

d. pembatalan persetujual hasil Andalalin dan/ atau perizinan berusaha.

(2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana riirn2ftsqd pada ayat (1) huruf a

diberikan sebaryak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing - masing 30 (tiga puluh)

hari kalender;

(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban se telah

berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada

ayat 12) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau
penghentian pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

(a) Dafam ha1 Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai denda

administrasi paling banyak I 7" (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi

oleh Pengembang atau Pembangun;

(5) Dalam waktu 1O (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sarksi denda

administratif atau 90 (Semtrilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda,

Pengembalg atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi

pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/ atau perizinan berusaha.
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BAB VIII
KTTEIITUA.T PERALIIIAI|

Pesql 20

(1) Terhadap Pusat kegiatan berupa bangunan, permulomal dan infrastruktur
sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang telah

terbangun dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan, Pengembang atau

Pembangun wajib mengajukan permohonan pertjmbangan penataan lalu lintas kepada

Kepala Dinas.

(2) Batas waktu pengajuan pertimbangan penataan lalu lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ada-lah I (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB f,X

T(ETEITTUA.T PETUTI'P

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Elerita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubul< Palam
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI DELI SERDAilG

Ttd

ASHARI TAMBUNAX

Diundangkan di Lubuk Pa-kam
Pada Tanggal 18 Mei'2O22
SIKRETARIS DAERAII KASUPATET DELI SERDANG

Ttd

DARWIII ZEItr, S.Sos
BERITA DATRAII KABI'PATEIT DELI SERDA]YG TAIIINY 20/22NOUOR22

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BAGIAIT HI'Ifi'U

h-\
MHD. MUSLTH SIREGAR, SH
NIP. 194.rc82() 2()1()()1 1 ()17
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Lampiran I Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Pe nye Ie nggaraan Analisis )ampak l,alu
Lintas Untuk Jalan Kabupaten Dan/Atau
Jalan Desa
Nomor : 22 Taht:l;.2022
Tanggal : 18 Mei 2022

Kriteria Uturan tIIaJib Aaaltsis Dampak Lalu Lintas

No Jeris Rerrcatra Pembangunao Ukuran Minimal

1 Pusat Kegiatan

at Kegiatan Perdagangan
perbelanj aan

dan Di atas 3.000 m2 luas lantai
bangunan

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

1.001 mz s.d. 3.000 mz luas
lantai bangunan

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

500 m2 s.d. 1.OO0 m2 luas
lantai bangunan

Bangki1ry1 Rendah
(Standar Teknis)

b Kegiatan Perkantoran Di atas 10.000 m2 luas lantai
bangunan

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

4.001 m2 s.d. 10.0O0 mz luas
lantai bangunaa

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

1.000 m2 s.d. 4.00O m2 luas
lantai bangunan

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

C Kegiatan pe rindustrian dan perdagangan
1) industri Di atas 1O.OO0 mz luas lantai

bangunan
5.001 mz s.d. 10.000 m2 luas
lantai bangunan
2.5OO mz s.d. 5.000 m2 luas
lantai bangunan

Rangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

2) Pergudangan Di atas 50O.0O0 m2 luas lantai
bangunan

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

170.001 mz s.d. 500.000 mz
luas lantai bangunan
40.000 m2 s.d. 170.000 mz
luas lantai bangunan

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

d Kegiatan Pariwisata
1) Kawasan Pariwisata wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)
2) Tempat Wisata Di atas l0,O hektar luas lalan Bangkitan finggi

(Dokumen Andalalin)
5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)
1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)
e Fasilitas Pendidikan

Sekol,ah/ Universitas Di atas l.5oo siswa Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

500 s.d. 1.500 siswa Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

12

Kategorl Baaskitan
Lalu Lintas

I

Bangkitan Sedang

I lRekomendasi Teknis)

I

I

I

I

I

I

I
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f. Fasilitas Pelayanan U rum
1) Rumah Sakit Di atas 700 tempat tidur Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)
201 s.d. 700 tempat tidur

75 s.d. 200 tempat tidur

2) Bank Di atas 3.000 m2 luas
lantai bangunan

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

1.O01 mz s.d. 3.000 m2 luas
lantai balgunan

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

'2 Perumahan dan Pemukiman
l Pcrumahan dan Pcmukiman

1) Perumahan sederhana Di atas 1.000 unit Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

401 s.d. 1.000 unit Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

150 s.d. 400 unit Bangkitan Rendah
(Standa-r Teknis)

2) Perumahan menengah-
atas/Townhouse / Cluster.

Di atas 500 unit Balgkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

3O1 s.d. 500 unit Rangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

100 s.d. 300 unit Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

b Rumah Susun dan Apartemen
1) Rumah Susun Sederhana Di atas 800 unit Bangkitan Sedang

(Rekomendasi Teknis)
150 s.d. 800 unit Bangkitan Rendah

(Standar Teknis)
2) Apartemen. Di atas 500 unit

301 s.d. 50O unit Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

50 s.d. 500 unit Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

Infrastruktur
a Akses kendaraal dari jalan tol wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)
b Pelabuhan

1) Pelabuhal Utama Wajib (melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri
dan internasio nal)

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

2) Pelabuhan Pengumpul Wajib (melayani kegiatan
angkutal la ut dalam negeri
dengan jangkauan
pelayalan antar provinsi)

Bargkitan Tingqi
(Dokumen Andalalin)

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Balgkitan Rendah
(Standar Teknis)

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)
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3) Pelabuhan Pengumpan Regional Wajib (melayani kegiatan
a ngku l,an laul da.lam negeri
dengan jangkaual
pelayalan dalam provinsi)

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

4) Pelabuhan Pengumpan Lokal Wajib (melayani kegiatan
angkrrtan larrt dalam negeri
dengan jangkauan
pelayanan dalam
kabupaten/kota)

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

5) Pelabuhan Khusus Luas lahan di atas 1OO.O00

m2
Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)
Luas lahan 50.OO1 m2 s.d.
100.0O0 m2

Bangkitan Sedang
(Re komendasi Teknis)

Luas lahan dibawah 5O.000
m2

Bangkital Rendah
(Standar Teknis)

6) Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan

Lintas
dan/atan

Bargkitan Tinggi
(Dokumen AndaJalin)

Penyeberangan
Kabupaten/Kota

Lintas Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Penveberangan Lintas
dalam Kabupaten/ Kota

Bangkital Rendah
(Standar Teknis)

Bandar Udara
1) Bardar Udara Pengumpul Skala

Pelayanan Primer
Wajib >5 juta orang
pertahun

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Aodalalin)

2) Bandar Udara Pengumpul Skala
Pelayanan Skunder

Wajib > L juta orang s.d. <

5 juta orang pertahun
Bangkitan Ting,{i

(Dokumen Andalalin)
3) Bandar Udara Pengumpul Skala

Peiavanan Tersier
Wajib > 5OO ribu orang s.d.
< 1 juta orang pertahun

Bangkitar Sedang
(Rekomendasi Teknis)

4) Bandar
(Spoke)

Udara Pengumpul wajib Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

d Terminal
1) Terminal Penumpang Tipe A Wajib [(melayani hingga

kendaraan penumpang
umum untuk angkutan
antar kota antar propinsi
(AKAP), darl angkutan
lintas batas antar Negara)|

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

2) Terminal Penumpang Tipe B Wajib [(melayani hingga
kendaraan penumpang
umum untuk angkutan
arrta-r kota dalam propinsi
(AKDP), dan angkutan kota
(Ar()I

3) Terminal Penumpang Tipe C Bangkitan Rendah
(Stardar Teknis)

4) Terminal Angkutan Barang wajib Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

5) Terminal Peti Kemas

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

1,4

I

I

I

I

Penyeberangan
Propinsi
antarnegara

c.

I

I I

Wajib [(melayani hingga
kendaraan penumpang
umum untuk angkutan
pedesaan (ADES)I

Bangkitar Tinggi

I 

lo"t "-." Andalalin)
wajib

I

I



e Stasiun Kereta Api
1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar wajib Bangkitan Tinggi

(Dokumen Andalalin)
2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang

3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil

wajib

wajib

Bangkitar Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

f. Pool Kendaraan Wajib Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Fasilitas Parkir untuk Umum Di atas 300 SRP Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

100 s.d. 300 SRP Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

4 Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :

a Stasiun Pcngisian Bahan Bakar Di atas 6 dispcnser Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

Bangkitan Rendah
(Staldar Teknis)

b Hotel Di atas 300 kamar Bargkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

121 s.d. 300 kamar Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

75 s.d. 120 kamar Bangkitan Rendah
(Stardar Teknis)

C Gedung Pertemuan Di atas 3.OOO m2 luas
lantai bangunal
1.001m: s.d. 3.000 m2 luas
lantai bangunan

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

d Restaurant Di atas 300 tempat duduk Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

100 s.d. 3OO tempat duduk

e Fasilitas
outdoor)

Olalraga (indoor atau Di atas 20.000 mz luas
Iantai bangunan

Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

5.001 mz s.d. 20.O00 m2
luas lantai bangunan

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

1.000 m2 s.d. 5.000 m: luas
lantai bangunan

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

f. Kawasan TOD (Transit Oriented
Development)

wajib Balgkital Tinggi
(Dokumen Andalalin)

Asrama Di atas 700 kamar Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

150 s.d. 700 kamar Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

h Ruko Di atas 5.000 rP luas
lantai bangunan

Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

2.000 m2 s.d. 5.000 m2 luas
lantai bangunan

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)
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t Jalan Iayang (Flyover) wajib Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

J Lintas Bawai (Underpass) waiib Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

k Terowongan (Tunnel) wajib Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

I Jembatan wajib Bangkitan Tinggi
(Dokumen Andalalin)

m Rest Area

1) Rest Area Tipe A wajib Bangkitar Tinggi
(Dokumen Andalalin)

2) Rest Area Tipe B wajib Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)

3) Rest Area Tipe C wajib Bangkitan Rentiah
(Standar Teknis)

n Kegiatan yang apabila temyata
diperhitungkan telah menimbulkan
1500 pe{alanan (kendaraan) baru
pada jam padat dan/atau
menimbulkan rata-rata diatas
10.OOO perjalanan (kendaraan) baru
setiap harinya pada jalan yang
dipengaruhi oleh adanya bangunan
atau permukiman atau
infrastruktur yang dibalgun atau
dikembangkan

waiib Bargkitan Tingqi
(Dokumen Andalalin)

o Kegiatan yang apabila temyata
dipe rhitungkan telah menimbulkan
500 pe4'alanan (kendaraan) baru
pada jam padat dan/atau
menimbulkan 3.OOO-4.000
pe{alanan (kendaraan) baru setiap
harinya pada jalan yang
dipe ngaruhi oleh adanya bangunan
atau permukiman atau
infrastruktur yang dibangun atau
dikembaogkan

wajib Bangkitan Sedang
(Rekomendasi Teknis)
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p Kegiatan yang apabila tern-yata
diperhitungkan telah menimbulkan
fOO pe4'alanan (kendaraan) baru
pada jam padat dan/atau
menimbulkan rata-rata 7OO

perjalanan (kendaraan) baru setiap
harinya pada jatan yang
dipengaruhi oleh adanya bangunan
atau permukiman atau
infrastruktur yang dibangun atau
dikembangkan

Wajib Bangkitan Rendah
(Standar Teknis)

BUPATI DELI SERDA]TG

Ttd

ASHARI TAMBUIITAII

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BAGIAIT HI'Ifi'M

. MUSLIH SIRIGAR, SH
NrP. 19E€820 201001 1 017
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Lampiran II Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Penyele nggaraan Analisis Dampak lalu
Lintas Untuk Jalan Kabupaten Dan/Atau
Ja-lan Desa
Nomor :22Tahtn 2022
Tanggal : 18 Mei2O22

a. Forrst Surat Peroohonaa PersetuJuea Hasll Aadddir Uatuk Baagf,ltaa Ttnggt

BUPATI DELI SERDATG
Ttd

ASHARI TAUBI'TAIT
Salinan suai dengan aslinya
Plt. HU}IUM

SII

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

Nomor
Lampirarr
Hat

* Diisi sesuai kebutuhan

: Permohonan Persetujuan
ANDALALIN

Lubuk Pakam,
Kepada :

Yth. Bupati Deli Serdang
cq. Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Deli Serdang,

di-
Lubuk Pakam

1. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Talun 2021 tentang
Penyelengga-raan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan
pelaksanaan UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keia, disebutkan
bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak LaIu Lintas,
maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil aaalisis
dampak lalu lintas kepada Bupati Deli Serdang.

2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku
pengembang/pembangun yaitu ldiisi nana perusahaan
pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkart/ membangun
(diisi nana objek -yang akan dikembangkanrtdibangun) yang terletak di jalan ..
(dii si n am a jalan / RTR ry kel u ruh an / kecam atan /ka bu paten ).

3. Sehubungan dengan angka I dan 2 diatas dan untuk kelancaran investasi,
bersama ini karni mengajukan persetujuan ANDALALIN
pengembangan/pembangunan ldiisi nama objek yang akan
d i kem bangl<an / d i bangu n ).

zf. $sbagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas
persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonaa Persetujuan ANDAT ALIN;
b. Bukti Kepemilikan atau penguasahaan lahan;
c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED balgunan yalg

diusulkan;
e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan ...yang

dikerjakan oleh Konsultan PI/CV.. (diisi narna perusahaan konsultan
ANDALALIN).

5- Demikian Permohonan ini disampaikal, dan saya bertanggung jawab
terhadap keabsahan/kebenaran seluruh berkas yang dilampirkan. Atas
perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

andatangan dan Stempel

Nama Pemohon
Meterai

NrP.19a40a20 2()1()01 1 017
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l.ampiran III Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak l,alu
Lintas Untuk Jalan Kabupaten DaI/Atau
Jalan Desa
Nomor :22Tahttn2O22
Tanggal : 18 Mei2O22

a Foroat Suret PernFtear Ke3eDggupea Dokumen Hasil Aaallsls Dampak Lalu Llntas
ultuk BaagLitao Tinggi.

SURAT PERT.IYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat
Dalam hal ini bertindak untuk dal atas nana (natna pengeatbang
atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Swasta/Perorangan)... bahwa berdasarkan Berita
Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis pempak Lalu Lintas (ANDAI-ALIN), Nomor : . . . .

. . tanggal .bulan. . tahun 20 tentang kegiatan

1

2
3

deogaa lul menyatakaa keeanggupan untuk melaksaaakan semua kewaJiban, yaltu :

dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh
dengan rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang
telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

,tanggal . . . .bulan
Pengembang / Pembangun

Tandatalgan / Stempel Perusahaan / Instansi

Meterai

(Nama lrngkap)

BUPATI DELI SERDAIIIG

Ttd

ASHARI TAUBT'I{AIT

tahun....

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. XTPALA BAGIAT HUKT'M

MHD. MUSLIH SH

KOp SURA'I'. PIIRUSAHAAN / rNS',t'.ANSr

ltlrP.19a40E20 2()1()01 1 017
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